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Abstract: Poverty remains a major problem in disadvantaged regions of Indonesia. 
In 2021, all 24 of the poorest districts in the country were classified as disadvantaged. 
Furthermore, the level of social and economic inequality in these regions remains 
high, encompassing aspects of education, health, and employment. This study 
aims to analyze the effect of socio-economic inequality on poverty in Indonesia’s 
disadvantaged regions using panel data from 62 regencies for the period 2015–2021. 
The social inequality variables include the Gini index of average years of schooling 
(education inequality), gender literacy gap (gender gap in education), life expectancy, 
morbidity rate, dependency ratio, and the percentage of poor informal workers. 
Economic inequality indicators include income inequality (Gini ratio) and gross 
regional domestic product (GRDP) per capita. The findings show that educational 
inequality and income inequality in disadvantaged regions are moderate. Health 
disparities are evident, as indicated by life expectancy levels below the national 
average, particularly among women. Panel regression analysis reveals that 
educational inequality, the percentage of poor informal workers, and GRDP per capita 
have a positive effect on poverty. Conversely, life expectancy, income inequality, and 
dependency ratios have a negative impact. This study highlights the importance of 
comprehensive efforts to address socio-economic disparities to reduce poverty. The 
recommended policy implications for the Indonesian House of Representatives and 
related stakeholders are special attention to addressing socio-economic disparities 
through relevant education curricula, strengthening preventive health, empowering 
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Pendahuluan
Pengentasan kemiskinan menjadi agenda Pemerintah Indonesia sebagaima-

na termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 
pada agenda pembangunan ketiga yang berbunyi “Meningkatkan Sumber Daya Manu-
sia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Agenda pembangunan ketiga ini secara rinci 
dijelaskan pada poin sasaran keenam, yaitu pengentasan kemiskinan (Badan Perenca-
na Pembangunan Nasional [Bappenas], 2020, p. 4). Agenda tersebut dikuatkan dengan 
program Nawa Cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memper-
kuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawa Cita ke-5, 
yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Bappenas, 
2014, p. 5).

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat. 
Spicker (2002, p. 38) menjelaskan, ketimpangan bukan hanya sekadar perbedaan an- 
tarindividu, tetapi mencerminkan distribusi kesempatan dan hasil ekonomi yang tidak 

local economies, and adapting social protection programs, including synergy between 
institutions and empowering women.

Keywords: disadvantaged regions; education inequality; health disparity; income 
inequality; panel data; poverty

Abstrak: Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di daerah tertinggal 
di Indonesia. Pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia 
dikategorikan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi 
di wilayah ini masih cukup tinggi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, 
dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal, dengan 
menggunakan analisis data panel dari 62 kabupaten selama periode 2015–2021. 
Variabel ketimpangan sosial yang digunakan meliputi Gini rata-rata lama sekolah 
(ketimpangan pendidikan), gap gender melek huruf, angka harapan hidup, angka 
kesakitan, angka beban ketergantungan, serta persentase penduduk miskin 
pekerja informal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi meliputi indikator rasio 
Gini pendapatan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal 
berada pada kategori sedang, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Selain 
itu, kesenjangan kesehatan masih terlihat dengan angka harapan hidup yang 
lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama pada perempuan. Analisis 
regresi data panel menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan, persentase 
penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, angka harapan hidup, ketimpangan 
pendapatan, dan angka beban ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap 
kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya upaya komprehensif 
untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat 
kemiskinan. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan stakeholders terkait adalah adanya 
perhatian khusus pada penanganan ketimpangan sosial ekonomi melalui kurikulum 
pendidikan relevan, penguatan kesehatan preventif, pemberdayaan ekonomi lokal, 
dan adaptasi program perlindungan sosial, termasuk sinergi antarlembaga dan 
pemberdayaan perempuan.

Kata kunci: daerah tertinggal; data panel; kemiskinan; kesenjangan kesehatan; 
ketimpangan pendapatan; ketimpangan pendidikan
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merata. Pengaruh ketimpangan dalam mengurangi kemiskinan merupakan masalah 
yang kompleks. Dalam hal ini, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan atau mere-
dam tren kenaikan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak bisa diterjemahkan 
ke dalam pengendalian (control/targeting) dari ketimpangan dalam ekonomi/outcome 
(seperti konsumsi/pendapatan). Akan tetapi, pengurangan kemiskinan juga fokus pada 
mengurangi ketimpangan sosial dalam hal opportunity, karena ketimpangan sosial 
akan cenderung mengabaikan effort, hard work, dan talent dari individu. Oleh karena 
itu, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan equality of opportunity dan redistri-
busi pendapatan yang merata.

Wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua 
golongan, yaitu daerah tertinggal dan daerah terbelakang (Soetomo, 2006, p. 277). 
Daerah tertinggal adalah wilayah yang telah lama dikembangkan bersamaan dengan 
daerah lain, tetapi karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur, atau faktor struk-
tural lainnya, daerah tersebut masih mengalami stagnasi dalam pertumbuhan sosi-
al ekonomi. Sementara itu, daerah terbelakang merupakan wilayah yang sebenar-
nya memiliki potensi sumber daya yang cukup, tetapi belum dikelola secara optimal 
sehingga perkembangan sosial ekonominya masih rendah dan angka kemiskinan tetap 
tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, seluruh 24 
kabupaten termiskin di Indonesia termasuk dalam kategori daerah tertinggal (Badan 
Pusat Statistik [BPS], 2021a). Tingkat ketimpangan di wilayah ini masih cukup tinggi, 
baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Misalnya, indeks 
pembangunan manusia (IPM) rata-rata di daerah tertinggal pada tahun 2021 hanya 
mencapai 60, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 72,29. Selain itu, rasio 
Gini di daerah tertinggal juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang signifikan, 
dengan angka di beberapa kabupaten melebihi 0,4 yang menunjukkan ketimpangan 
sedang hingga tinggi (BPS, 2021a). Ketimpangan sosial ekonomi yang terus berlangsung 
berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal, menghambat 
pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten daerah tertinggal perlu dianalisis tingkat kemiskinannya agar menjadi 
daerah yang berdaulat, berdaya saing, dan dapat mandiri setara dengan daerah maju 
lainnya. Rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata 
nasional. Rasio Gini di beberapa kabupaten daerah tertinggal melebihi 0,4, menunjuk-
kan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ketimpangan sosial, seperti akses terha-
dap kesehatan dan kesempatan kerja, serta ketimpangan ekonomi, seperti pendapatan 
dan PDRB per kapita, saling berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan. 

Masalah ini perlu menjadi perhatian DPR RI, khususnya alat kelengkapan yang 
menangani masalah sosial dalam kaitannya dengan ketimpangan pembangunan dan 
kemiskinan. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana gambaran umum 
kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal di Indonesia 
dan variabel apa saja yang memengaruhi determinan kemiskinan di daerah tertinggal 
di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran umum kemiskinan dan 
ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal dan variabel-variabel yang meme-
ngaruhi determinan kemiskinan di daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian menggu-
nakan data sekunder dari BPS, berupa data tahunan dari 62 kabupaten di Indonesia 
yang termasuk ke dalam daerah tertinggal selama 2015–2021. Beberapa studi sebelum-
nya telah menganalisis hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan, tetapi fokus 
dan temuannya berbeda-beda. Penelitian Dartanto dan Nurkholis (2013) dan Firda-
us et al. (2021) menggunakan analisis data panel untuk mengidentifikasi determinan 
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kemiskinan di Indonesia, tetapi lebih menekankan pada faktor ekonomi makro seper-
ti pertumbuhan PDRB dan inflasi, tanpa menyoroti dimensi ketimpangan sosial secara 
komprehensif. Sementara itu, Riyadi dan Ghuzini (2021) mengkaji ketimpangan pendi-
dikan dan pendapatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi terba-
tas pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan kemiskinan. Di tingkat 
regional, Anggadini (2015) menemukan pengaruh signifikan PDRB per kapita terhadap 
kemiskinan di Sulawesi Tengah, tetapi hanya mencakup ketimpangan ekonomi. Studi 
lintas negara oleh Araujo et al. (2017) menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan 
memperburuk kemiskinan, tetapi tidak membahas ketimpangan akses kesehatan atau 
ketenagakerjaan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini 
ingin mengetahui secara bersama-sama pengaruh ketimpangan sosial ekonomi terha-
dap kemiskinan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu 
ketimpangan saja. Perbedaan lainnya terletak pada aspek cakupan wilayah, variabel, 
dan periode yang digunakan.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel untuk 
menganalisis hubungan antara ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi terha-
dap kemiskinan di daerah tertinggal pada 2015–2021. Pemilihan metode ini didasar-
kan pada kemampuannya untuk mengatasi heterogenitas antardaerah dan memanfa-
atkan data time-series dan cross-section secara bersamaan. Variabel yang digunakan 
meliputi ketimpangan pendidikan (Gini rata-rata lama sekolah), ketimpangan gender 
pendidikan (ketimpangan gender melek huruf), angka harapan hidup, angka kesakitan, 
angka beban ketergantungan, persentase penduduk miskin pekerja informal, rasio Gini 
pendapatan, dan PDRB per kapita. Pemilihan variabel mengadopsi penelitian Dartanto 
dan Nurkholis (2013), Randa dan Sentosa (2020), serta Firdaus et al. (2021). Untuk 
memastikan validitas model, dilakukan pengujian asumsi klasik, termasuk uji multiko-
linearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi panel yang digunakan 
adalah sebagai berikut:

POVit = β0 + β1Eduit + β2AHHit + β3Giniit +β4GenAMHit + 
  β5ABKit + β6Morbit + β7TKKit + β8 Ln(PDRB) + εit
Di mana:
POV = Persentase penduduk miskin
β0,1,2,3,4,5,6,7,8 = Koefisien regresi
Edu = Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan)
AHH = Angka harapan hidup (tahun)
Gini = Rasio Gini (ketimpangan pendapatan)
GenAMH = Ketimpangan gender angka melek huruf (%)
ABK = Angka beban ketergantungan (%)
Morb = Angka kesakitan (%)
TKK = Persentase penduduk miskin yang bekerja sektor informal (%)
PDRB = PDRB per kapita (ribu rupiah)

Daerah Tertinggal
Pada RPJMN tahun 2015–2019 ditetapkan jumlah daerah tertinggal di Indonesia 

sebanyak 122 kabupaten. Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, baik oleh 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen-
terian Desa PDTT) maupun kementerian lainnya, serta dukungan dana desa, hingga 
akhir tahun 2019 telah dapat dientaskan sebanyak 62 kabupaten daerah tertinggal, dan 
tersisa 60 kabupaten daerah tertinggal. Namun, hal tersebut belum mencapai target, 
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karena sasarannya adalah 80 kabupaten yang terentaskan. Sementara itu, terdapat 
dua kabupaten daerah otonom baru yang termasuk indikasi daerah tertinggal di tahun 
2020 sehingga Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 63 telah 
menetapkan sebanyak 62 kabupaten daerah tertinggal yang harus dientaskan. 

 
 

Catatan: Dihitung dengan rata-rata dari keseluruhan persentase penduduk miskin di kabupaten tertinggal dan 
non-tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.

Gambar 1. Rata-rata Penduduk Miskin Daerah Tertinggal dan Non-Tertinggal (Persen), 
2015–2021

Sumber: BPS (2022c).

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah terting-
gal jauh lebih besar dibanding penduduk miskin di daerah non-tertinggal. Pada tahun 
2015, rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 28,77 persen, 
sementara di daerah non-tertinggal hanya 11,37 persen. Selama lima tahun berikut-
nya, angka ini menurun secara bertahap, dan pada tahun 2020 persentase pendu-
duk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah tertinggal turun menjadi 26,43 
persen. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan daerah non-tertinggal 
yang hanya 9,97 persen. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali meningkat seba-
gai dampak pandemi Covid-19, di mana rata-rata penduduk miskin di daerah tertinggal 
mencapai 10,30 persen.

Salah satu komponen utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainab-
le Development Goals) adalah pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan 
pengurangan kesenjangan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, p. 58). Goal ke-10 adalah 
mengurangi kesenjangan yang merupakan goal baru, sangat penting untuk diselesai-
kan karena akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif 
dan partisipatif. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, peningkatan produktivi-
tas dan akses yang merata bagi setiap orang diperlukan agar tidak menciptakan kesen-
jangan yang makin melebar.

Menurut Todaro dan Smith (2015, p. 251), kemiskinan dan ketimpangan pendapat-
an merupakan inti dari semua masalah pembangunan di negara berkembang. Penting 
untuk menggabungkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam satu kajian, karena 
keduanya saling terkait dan memperkuat. Ketimpangan ekonomi, seperti perbeda-
an pendapatan yang besar, dapat menyebabkan ketimpangan sosial, seperti perbeda-
an akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, ketimpangan sosial 
juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, karena individu yang kurang berpen-
didikan dan kurang sehat cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah. Masalah 
ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya 
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk daerah tertinggal.

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

28,77

2015

11,37

28,63

2016

11,06

27,95

2017

10,91

27,47

2018

10,26

27,11

2019

9,90

26.43

2020

9,97

26,68

2021

10,30
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Tabel 1. Daftar Kabupaten Daerah Tertinggal, 2020–2024

No  Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten

 1. Sumatra Utara Nias 32. Maluku Utara Pulau Taliabu
 2. Sumatra Utara Nias Selatan 33. Papua Barat Teluk Wondama
 3. Sumatra Utara Nias Utara 34. Papua Barat Teluk Bintuni
 4. Sumatra Utara Nias Barat 35. Papua Barat Sorong Selatan
 5. Sumatra Barat Kepulauan Mentawai 36. Papua Barat Sorong
 6. Sumatra Selatan Musi Rawas Utara 37. Papua Barat Tambrauw
 7. Lampung Pesisir Barat 38. Papua Barat Maybrat
 8. Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 39. Papua Barat Manokwari Selatan
 9. Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 40. Papua Barat Pegunungan Arfak
 10. Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 41. Papua Jayawijaya
 11. Nusa Tenggara Timur Kupang 42. Papua Nabire
 12. Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 43. Papua Paniai
 13. Nusa Tenggara Timur Belu 44. Papua Puncak Jaya
 14. Nusa Tenggara Timur Alor 45. Papua Boven Digoel
 15. Nusa Tenggara Timur Lembata 46. Papua Mappi
 16. Nusa Tenggara Timur Rote Ndao 47. Papua Asmat
 17. Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 48. Papua Yahukimo
 18. Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 49. Papua Pegunungan Bintang
 19. Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur 50. Papua Tolikara
 20. Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 51. Papua Keerom
 21. Nusa Tenggara Timur Malaka 52. Papua Waropen
 22. Sulawesi Tengah Donggala 53. Papua Supiori
 23. Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 54. Papua Mamberamo Raya
 24. Sulawesi Tengah Sigi 55. Papua Nduga
 25. Maluku Maluku Tenggara Barat 56. Papua Lanny Jaya
 26. Maluku Kepulauan Aru 57. Papua Mamberamo Tengah
 27. Maluku Seram Bagian Barat 58. Papua Yalimo
 28. Maluku Seram Bagian Timur 59. Papua Puncak
 29. Maluku Maluku Barat Daya 60. Papua Dogiyai
 30. Maluku Buru Selatan 61. Papua Intan Jaya
 31. Maluku Utara Kepulauan Sula 62. Papua Deiyai

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.

Konsep Determinan Kemiskinan 
Menurut Rambe (2018, p. 237), keberhasilan pembangunan direpresentasikan 

dengan tercapainya pemerataan kesejahteraan. Pemerataan diartikan bahwa kesen-
jangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil (aspek ekonomi) dan nonma-
teriil (aspek sosial) dari unsur-unsur nilai kepuasan dan jaminan hidup sejahtera tidak 
terus melebar, melainkan terus mengecil antarkelas sosial dan antarwilayah.

Chambers (1995, p. 188) mengajukan delapan keadaan yang mengikuti kondisi 
kurang menguntungkan dan saling terkait, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri (poverty); (2) 
kekurangan kondisi sosial (social inferiority); (3) keterasingan (isolation); (4) kelemah-
an dalam hal fisik (physical weakness); (5) rentan terhadap suatu guncangan (vulnerabi-
lity); (6) kurang sejahtera karena musim (seasonality); (7) ketidakberdayaan (powerless-
ness); dan (8) penghinaan karena ketergantungan atau meminta-minta pada orang lain 
(humiliation).

Maipita (2014, p. 85) menjelaskan bahwa perangkap kemiskinan sering menja-
di masalah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Gangguan kecil pada kondisi 
perekonomian atau perubahan musim dapat membuat seseorang yang awalnya hidup 
kurang sejahtera menjadi makin miskin. Keterasingan atau isolasi, baik secara fisik 
maupun psikis, juga memperparah kondisi kemiskinan. Masyarakat miskin yang ting-
gal di daerah terpencil, seperti di desa, daerah tertinggal, atau lokasi yang sulit dijang-
kau, sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar. Masyarakat miskin 
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biasanya terisolasi dari berbagai informasi dan akses, seperti akses terhadap perbank-
an, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, kemajuan teknolo-
gi, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan fasilitas kesejahteraan.

Konsep Ukuran Ketimpangan
Indikator yang paling lazim digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan 

dalam distribusi pendapatan adalah metode koefisien Gini pendapatan (rasio Gini). 
Menurut BPS (2021b, p. 71), koefisien rasio Gini digunakan untuk mengukur ketim-
pangan pendapatan secara keseluruhan. Koefisien Gini juga paling banyak digunakan 
selain tiga ukuran lainnya (ukuran Bank Dunia, indeks Theil, dan indeks-L). Rasio Gini 
sejalan dengan empat prinsip pengukuran sehingga dapat digunakan untuk memban-
dingkan ketimpangan distribusi pendapatan antarwaktu maupun antarwilayah (Todaro 
& Smith, 2015, p. 222).

Metode persamaan koefisien Gini yang dipakai dalam pengukuran ketimpangan 
pendidikan adalah model persamaan koefisien Gini pendidikan berdasarkan Thomas 
et al. (2001, p. 6). Metode ini menghitung indeks Gini (nilai ketimpangan) dari rata-rata 
lama sekolah yang telah dicapai oleh seluruh penduduk. Menurut Todaro dan Smith 
(2015, p. 222), nilai koefisien Gini berkisar 0–1, makin mendekati 0 menunjukkan ting-
kat distribusi yang makin merata. Sebaliknya, jika nilai rasio Gini makin mendekati 1 
menunjukkan distribusi yang makin tidak merata (timpang). Riyadi dan Ghuzini (2021, 
p. 142) membagi ketimpangan pendapatan/pendidikan dalam lima kriteria: (1) sangat 
rendah jika koefisien Gini ≤ 0,20; (2) rendah jika 0,20 < koefisien Gini ≤ 0,35; (3) sedang 
jika 0,35 < koefisien Gini ≤ 0,50; (4) tinggi jika 0,50 < koefisien Gini ≤ 0,70; dan (5) 
sangat tinggi jika koefisien Gini > 0,70.

Dinamika Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah Tertinggal
Secara umum, kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren membaik, ditan-

dai dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, pandemi 
Covid-19 berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 
2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang atau 
10,14 persen dari total penduduk. Dibandingkan Maret 2020, jumlah tersebut mening-
kat sekitar 1,12 juta orang. Dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,14 
persen, tercatat 267 kabupaten/kota (51,94 persen) memiliki tingkat kemiskinan yang 
melebihi angka nasional tersebut. Sementara itu, dari 62 kabupaten yang masuk kate-
gori daerah tertinggal, hanya dua kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan di 
bawah persentase kemiskinan nasional.

Dari Gambar 2 terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu memi-
liki persentase penduduk miskin di bawah kemiskinan nasional dengan masing-masing 
persentase 8,23 persen dan 7,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan 
merupakan permasalahan dominan di daerah tertinggal. Jika dilihat peringkat kabupa-
ten dengan kemiskinan tertinggi pada tahun 2021, maka 24 kabupaten termiskin meru-
pakan kabupaten daerah tertinggal. 

Menurut Bappenas (2018, p. 3), wilayah dengan kemiskinan tinggi dapat dicirikan 
sebagai berikut, yaitu mengalami tingkat kemiskinan lebih dari 15 persen selama tiga 
tahun berturut-turut, mengalami perlambatan laju penurunan kemiskinan, dan memi-
liki permasalahan kemiskinan multidimensi. Berdasarkan indikator tersebut, daerah 
tertinggal sangat rentan termasuk dalam kategori wilayah dengan kemiskinan tinggi, 
karena sebagian besar wilayah ini tidak hanya memiliki angka kemiskinan absolut yang 
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tinggi, tetapi juga menghadapi kesenjangan sosial ekonomi yang kompleks dan struk-
tural. Hal ini tercermin dalam data BPS tahun 2021, di mana lima kabupaten di daerah 
tertinggal tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupa-
ten Intan Jaya (41, 66 persen), Deiyai (43,65 persen), Lanny Jaya (39,53 persen), Supiori 
(38,79 persen), dan Yahukimo (38,82 persen) (BPS, 2021a). Kelima kabupaten ini tidak 
hanya memiliki angka kemiskinan di atas 15 persen, tetapi juga menunjukkan karakter-
istik stagnasi dalam pengurangan kemiskinan dan menghadapi persoalan kemiskinan 
multidimensi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Bappenas.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di daerah tertinggal pada tahun 2021 rata-rata 
sekitar 5,56 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup 
besar antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan 
di daerah tertinggal, yaitu sekitar 5,56 persen. Berbeda dengan persentase penduduk 
miskin (P0) yang menganggap semua orang miskin sama miskinnya. Indeks kedalaman 
kemiskinan (P1) adalah ukuran intensitas atau kedalaman kemiskinan dengan melihat 
sejauh mana pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan (Irawan et al., 2016, 
p. 141). 

Makin tinggi P1 makin dalam jurang kemiskinan sehingga makin sulit untuk meng-
entaskan penduduk miskin dari perangkap kemiskinan. Sementara itu, indeks keparah-
an kemiskinan (P2) di daerah tertinggal pada tahun 2021 rata-rata sekitar 1,82 persen, 

Gambar 2. Sebaran Persentase Penduduk Miskin 
di Kabupaten Daerah Tertinggal Indonesia, 2021

Sumber: BPS (2021a).

Kemiskinan KTI: Rendahnya produktivitas, 
budaya pesta, rendahnya investasi, 

rendahnya derajat kesehatan, rendahnya 
pendidikan, tingginya setengah 

pengangguran, kondisi tipologi wilayah.

Hanya dua kabupaten (Kepulauan 
Sula dan Pulau Taliabu) saja yang 
memiliki persentase kemiskinan 
di bawah persentase nasional.

< 10,1 (Di bawah kemiskinan nasional)
> 10,1 (Di atas kemiskinan nasional)

5,80 5,56

1,49 1,60
1,88 1,82

0,36 0,39

2020 20202021 2021

Indeks kedalaman kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

Gambar 3. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan 
Daerah Tertinggal Indonesia, 2021

Sumber: BPS (2021a).
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yang mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antarpenduduk miskin 
masih ada kesenjangan.

Pengaruh Ketimpangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah 
Tertinggal

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan dua masalah yang saling berkaitan, 
meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut McKay (2002), 
ketimpangan sering kali menjadi faktor penting. Bahkan ketimpangan menjadi penen-
tu dalam meningkatkan angka kemiskinan. Pada tingkat tertentu, ketimpangan dalam 
pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset dapat mengindikasikan kekurangan 
dalam pemenuhan kehidupan layak. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menja-
di tantangan besar, terutama di daerah tertinggal. Menurut Setianingtias et al. (2019), 
disparitas ketimpangan di Indonesia, baik dari dimensi ekonomi maupun sosial, masih 
perlu diselesaikan oleh pemerintah. Augusta (2014, p. 18) juga menegaskan, ketim-
pangan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan merupakan isu strategis yang menja-
di sumber masalah, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. Pada Tabel 2 dapat 
diketahui bahwa ketimpangan pendidikan maupun ketimpangan kesehatan, masih 
cukup tinggi di daerah tertinggal. 

Tabel 2. Perkembangan Ketimpangan Pendidikan, Angka Harapan Hidup, 
Ketimpangan Pendapatan, dan Rata-rata PDRB per Kapita di Daerah Tertinggal 

dan Daerah Non-Tertinggal, 2017–2021
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Ketimpangan Pendidikan

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

0,3885
0,2801

0,4063
0,2843

0,3966
0,2778

0,3880
0,2768

0,3790
0,2731

Rata-rata angka harapan hidup 

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

63,98
69,61

64,24
69,81

64,59
70,06

64,76
70,21

64,89
70,31

Ketimpangan pendapatan

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

0,3711
0,3921

0,3646
0,3886

0,3700
0,3809

0,3690
0,3805

0,3698
0,3835

Rata-rata PDRB per kapita per tahun (Juta Rupiah)

Daerah tertinggal
Daerah non-tertinggal

31,5197
52,2458

33,8318
56,1543

35,8614
59,3587

30,8771
57,3021

31,5387
61,921

Sumber: BPS (2022c).

Berdasarkan analisis regresi data panel dengan metode cross-section SUR panel 
corrected standard error (PCSE) pada estimator fixed effects cross-section weights, 
ditemukan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap persentase penduduk miskin dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Berda-
sarkan model ini, 99,73 persen variasi dari persentase penduduk miskin dapat dijelas-
kan oleh variasi dari variabel bebasnya, sedangkan sekitar 0,27 persen sisanya dije-
laskan oleh variabel lain di luar model persamaan. Berdasarkan hasil estimasi model, 
ditemukan bahwa variabel ketimpangan pendidikan, angka harapan hidup, persen-
tase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memengaruhi persen-
tase penduduk miskin pada tingkat signifikansi satu persen. Sementara itu, variabel 
ketimpangan pendapatan signifikan memengaruhi persentase penduduk miskin pada 



Aspirasi Vol 16 No 1, June 202544

taraf signifikansi lima persen, dan variabel angka beban ketergantungan berpenga-
ruh signifikan terhadap persentase kemiskinan pada taraf signifikansi 10 persen. Vari-
abel ketimpangan gender melek huruf dan morbiditas tidak signifikan memengaruhi 
persentase penduduk miskin.

Tabel 3. Hasil Model Regresi Data Panel dengan Variabel Dependen 
Persentase Penduduk Miskin 

Variabel independen Koefisien Standard Error

Ketimpangan pendidikan
Angka harapan hidup
Ketimpangan pendapatan
Ketimpangan gender melek huruf
Morbiditas
Persentase penduduk miskin pekerja informal
Angka beban ketergantungan
Logaritma natural PDRB per kapita
Konstanta
F-statistic
Prob (F-statistic)
R-squared

3,4446
-1,2548
-1,7205
0,2090

-0,0054
0,0218

-0,0131
0,9890
97,1481

1939,083
0,0000
0,9973

0,8921***
0,1139***
0,8029**
0,6241
0,0050
0,0036***
0,0079*
0,3724***
8,2091***

Catatan: *** signifikan pada 0,01; ** signifikan pada 0,5; * signifikan pada 0,1
Sumber: Data penelitian, diolah (2022).

Ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
daerah tidak tertinggal, yang diindikasikan dengan masih terjadinya ketimpangan 
hasil pembangunan dalam pencapaian pendidikan. Ketimpangan pendidikan di daerah 
non-tertinggal sudah mencapai kategori ketimpangan rendah, sedangkan di daerah 
tertinggal masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Begitu juga untuk dera-
jat kesehatan, di daerah tertinggal masih rendah jika dibandingkan dengan di daerah 
non-tertinggal. Demikian juga angka harapan hidup di daerah tertinggal lebih rendah 
dibandingkan di daerah non-tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
penduduk di daerah tertinggal untuk hidup lebih lama dan hidup sehat masih belum 
setara dengan penduduk di daerah non-tertinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan berpengaruh posi-
tif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Artinya, apabila ketimpang-
an pendidikan meningkat 0,01 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris 
paribus), maka persentase penduduk miskin akan naik sebesar 3,445 persen. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan faktor kunci yang memper-
parah kemiskinan di daerah tertinggal. Ketimpangan pendidikan menciptakan siklus 
kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak dapat 
mengakses pendidikan berkualitas sehingga mereka sulit keluar dari kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Dzidza et al. (2018) yang 
menyatakan bahwa upaya dan kebijakan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan 
akan memberikan hasil positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dikare-
nakan peningkatan akses terhadap pendidikan akan mendorong kenaikan angka parti-
sipasi di semua jenjang sekolah, terutama pada tingkat dasar dan menengah, serta 
mendorong penyediaan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kompetensi peng-
ajar yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. Adiningtyas dan Budyan-
ra (2020) menunjukkan bahwa ada ketimpangan pendidikan yang tinggi di daerah 
dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sebaliknya. Ketimpangan pendidikan di Indone-
sia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu fasilitas pendidikan yang belum merata di 
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setiap daerah, dikarenakan Indonesia merupakan daerah kepulauan yang sulit dijang-
kau. Selain itu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah juga 
memengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan pendidikan.

Variabel angka harapan hidup menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifi-
kan terhadap persentase penduduk miskin. Peningkatan angka harapan hidup sebe-
sar 0,01 satuan, di mana variabel lainnya tetap (ceteris paribus), akan menyebab-
kan persentase penduduk miskin menurun sebesar 1,25 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat mengurangi kemiskin-
an. Penelitian yang dilakukan oleh Anggadini (2015), Asrol dan Ahmad (2018), Ginting 
(2020), Lawanson dan Umar (2021), dan Sudaryati et al. (2021) menyatakan bahwa 
makin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kesehatan masyarakat makin berkuali-
tas dan kemiskinan makin turun.

Kondisi ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan, dengan meningkatnya kuali-
tas kesehatan masyarakat (bertambahnya angka harapan hidup), maka tingkat produk-
tivitas masyarakat juga meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi bergerak naik 
yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan Lawanson dan Umar 
(2021), tingkat kesehatan dapat berdampak pada tingkat kemiskinan. Peningkatan 
kesehatan dapat menyebabkan meningkatnya umur harapan hidup, memungkinkan 
orang untuk bekerja lebih lama, meningkatkan penghasilan mereka, dan membantu 
dalam pembelajaran yang tepat dan pemikiran rasional, yang pada akhirnya membantu 
membebaskan orang dari kemiskinan.

Kondisi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal lebih rendah dibandingkan 
di daerah tidak tertinggal dan masuk kategori ketimpangan sedang. Namun, ketim-
pangan pendapatan masih fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan dalam 
penurunan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan ini masih menjadi masalah yang 
sulit diatasi, termasuk di daerah tertinggal. Variabel ketimpangan pendapatan menun-
jukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. 
Artinya, apabila ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0,01 satuan, sementa-
ra variabel lainnya tetap (ceteris paribus), maka persentase penduduk miskin menu-
run sebesar 1,72 persen. Arah hubungan negatif ini tidak sesuai dengan apa yang telah 
diekspektasikan secara teori. 

Meskipun bertentangan dengan ekspektasi awal, hasil ini sejalan dengan peneliti-
an yang dilakukan Febriaty (2017), Hatta dan Azis (2017), Kumaat et al. (2019), dan Tung-
ka et al. (2022) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubung-
an yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Araujo et al. (2017) menyimpulkan, akan 
salah jika memberikan rekomendasi kebijakan yang sama ke semua daerah kare-
na sensitivitas tingkat kemiskinan bergantung pada tingkat awal pembangunan dan 
tingkat ketimpangan. Di daerah dengan tingkat pembangunannya masih rendah atau 
ketimpangan pendapatannya sudah tinggi sejak awal, atau bahkan keduanya, pengu-
rangan kemiskinan dapat diupayakan dengan cara meningkatkan pendapatan masya-
rakat. Dalam kondisi seperti ini, peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan 
justru dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

Rata-rata PDRB per kapita per tahun menunjukkan, daerah tertinggal masih lebih 
rendah dibandingkan dengan daerah tidak tertinggal. Bahkan, perbedaannya hampir 
dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan kesejahteraan yang 
tinggi antara kedua daerah tersebut. Variabel PDRB per kapita mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan. Artinya, apabila PDRB per 
kapita penduduk daerah tertinggal meningkat 0,01 satuan (ribu rupiah), di mana vari-
abel lainnya tetap (ceteris paribus), akan menyebabkan persentase penduduk miskin 
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meningkat sebesar 0,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekono-
mi yang tidak inklusif dapat memperparah ketimpangan dan kemiskinan. Peningkat-
an PDRB per kapita sering kali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan 
kelompok miskin tidak merasakan manfaatnya. 

Di daerah tertinggal, struktur ekonomi yang didominasi sektor informal dan 
subsisten menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan pada 
pengurangan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo (2012) yang 
menyebutkan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin kemiskinan 
absolut menurun. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan yang diterima oleh kelom-
pok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama di setiap daerah. Mungkin saja 
suatu wilayah dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persenta-
se penduduk di bawah garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suatu 
daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah. Faktor-faktor yang meme-
ngaruhi kemiskinan tersebut adalah struktur perekonomian yang berlangsung di wila-
yah tersebut, serta pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam praktiknya ikut 
menentukan pola distribusi pendapatan.

Hasil penelitian Marmujiono (2014) juga menunjukkan bahwa PDRB per kapi-
ta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan pendapatan 
per kapita yang ada belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat dan hanya dira-
sakan oleh sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menekan 
ketimpangan pendapatan melalui program-program yang tepat sasaran, seperti mela-
lui peningkatan sektor sekunder serta meningkatkan produktivitas pertanian dengan 
memberi pelatihan pengolahan hasil pertanian agar hasil produksi memiliki nilai jual 
yang lebih tinggi.

Variabel penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor infor-
mal menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persentase 
penduduk miskin. Jika penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor 
informal meningkat 0,01 satuan, di mana variabel lainnya tetap (ceteris paribus), akan 
menyebabkan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,02 persen. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa meskipun sektor informal menyediakan lapangan kerja, kebera-
daannya tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak pekerja sektor infor-
mal menganggap pekerjaan sektor informal sebagai pilihan sementara hingga mere-
ka mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Menurut Suwandi (2013) 
dalam Amsal (2018, p. 15), memasuki sektor informal sangatlah mudah dan tidak ada 
syarat yang ketat, di mana siapa pun yang memiliki kemauan bisa terjun ke sektor 
tersebut. Sektor informal muncul karena timbulnya masalah kemiskinan akibat tidak 
cukup tersedianya lapangan pekerjaan, terutama di wilayah dengan status perkotaan. 

Berdasarkan Schneider dan Williams (2013), penduduk miskin cenderung terlibat 
dalam pekerjaan informal, tetapi mereka mendapat sedikit manfaat dari sektor terse-
but. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi informal memperkuat (bukan mengu-
rangi) kesenjangan yang dihasilkan oleh ekonomi formal. Pekerjaan sektor informal 
sering muncul akibat sistem hukum yang tidak memadai untuk memformalkan pendaf-
taran suatu usaha ekonomi. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh informalitas sangat 
besar, seperti dapat menjadi kendala serius bagi pertumbuhan bisnis, dan kurang-
nya penegakan kontrak bisnis dan pekerjaan. Kondisi ini membuat kemakmuran jauh 
lebih sulit untuk dicapai. Adanya pekerja sektor informal akan meningkatkan margina-
litas antara kelompok miskin dan kaya (William, 2014). Penduduk miskin secara tidak 
proporsional terlibat dalam pekerjaan informal. Partisipasi mereka di sektor informal 
juga akan membuat posisi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Hal ini dikarena-
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kan mereka memperoleh tingkat upah yang lebih rendah dari total pendapatan (PDRB) 
tahunan sektor informal. 

Variabel angka beban ketergantungan penduduk menunjukkan adanya pengaruh 
yang negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada taraf signi-
fikansi 10 persen. Artinya, apabila angka beban ketergantungan penduduk menu-
run sebesar 0,01 persen, di mana variabel lainnya tetap (ceteris paribus), akan menye-
babkan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,0144 persen. Dari Gambar 
4 terlihat, daerah tertinggal memiliki angka beban ketergantungan yang cenderung 
menurun dari tahun ke tahun. Jika dirinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan 
usia muda (0–14 tahun) cenderung menurun, sedangkan angka beban ketergantungan 
usia tua (65 tahun ke atas) cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah 
tertinggal telah mengalami penurunan fertilitas dan terjadi peningkatan penduduk 
usia tua. 

 
Gambar 4. Rata-Rata Angka Beban Ketergantungan Daerah Tertinggal

Sumber: BPS (2022c).

Menurut Bappenas (2018, p. 36), kondisi kependudukan di kawasan timur Indonesia 
(KTI) memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tinggi yang berdampak terhadap besar-
nya jumlah anggota rumah tangga, struktur umur penduduk, dan angka beban keter-
gantungan. Kemiskinan yang tinggi di wilayah tersebut juga karena adanya pening-
katan penduduk usia kerja (penurunan angka beban ketergantungan) tidak diimbangi 
dengan tingkat produktivitas. Rendahnya produktivitas dikarenakan sebagian besar 
penduduk yang masih bekerja sebagai petani atau nelayan yang bersifat subsisten 
hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga kekurangan investasi menyebab-
kan lapangan kerja terbatas untuk menyerap tenaga kerja.

Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada salah satu ketimpangan 
saja dan masih jarang yang mengkaji daerah tertinggal. Hasil penelitian ini menun-
jukkan, masih terdapat kesenjangan yang nyata dalam pencapaian pembangun-
an di daerah tertinggal. Mayoritas kabupaten daerah tertinggal memiliki ketimpang-
an pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan ketimpangan ekonomi dengan pencapaian 
nilai yang masih berada di bawah nilai nasional. Ketimpangan sosial ekonomi ini dapat 
menambah polarisasi baik di tingkat nasional dan daerah. Tren yang tidak mengun-
tungkan ini berpotensi menyebabkan peningkatan risiko keresahan sosial dan disin-
tegrasi kawasan (yaitu ketidakpuasan politik), yang akan berdampak negatif pada 
pertumbuhan di masa depan.
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Penutup
Kemiskinan di daerah tertinggal memiliki keterkaitan erat dengan ketimpang-

an sosial dan ekonomi. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia 
juga merupakan daerah yang mengalami ketimpangan yang signifikan, baik dalam hal 
pendidikan, pendapatan, maupun akses terhadap layanan dasar. Baik nilai P1 dan P2 
memiliki nilai yang relatif cukup tinggi di daerah tertinggal yang menunjukkan, inten-
sitas dan keparahan kemiskinan lebih nyata terjadi di daerah tertinggal. Nilai P1 dan 
P2 yang relatif tinggi di daerah tertinggal menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah 
penduduk miskin yang besar, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan yang 
lebih nyata dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, tingginya konsentrasi pendu-
duk miskin di daerah tertinggal selalu disertai dengan intensitas jurang ketimpangan 
kesejahteraan yang lebih lebar.

Secara empiris, variabel ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin 
pekerja informal, dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap kemiskinan 
daerah tertinggal. Hal ini berarti makin meratanya pencapaian pendidikan, membaik-
nya sektor informal dengan perluasan ke sektor formal, dan perbaikan tingkat PDRB 
per kapita dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu, angka harapan hidup, ketim-
pangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan berpengaruh negatif terhadap 
kemiskinan. Dapat diartikan, dengan makin meningkatnya derajat kesehatan, makin 
tingginya ketidakmerataan pendapatan, dan makin tingginya angka beban ketergan-
tungan akan menurunkan kemiskinan.

DPR RI bersama pemangku kepentingan terkait perlu memberikan perhatian seri-
us terhadap isu ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal. Beberapa langkah 
strategis dapat dilakukan DPR RI bersama mitra kerja. Pertama, peningkatan relevansi 
pendidikan lokal. Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk mengembang-
kan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti keteram-
pilan di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Tujuannya adalah mening-
katkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja lokal serta mengurangi 
angka pengangguran terselubung.

Kedua, penguatan layanan kesehatan masyarakat. Komisi IX DPR RI dapat mendo-
rong pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor kesehatan fokus pada pende-
katan preventif dan promotif, bukan hanya kuratif. Hal ini dapat dilakukan dengan 
meningkatkan peran kader kesehatan desa, mengintegrasikan program kesehatan 
dengan kegiatan sekolah (misalnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin), serta 
mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat.

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Komisi VII DPR RI dapat mendorong pemerintah mengembangkan ekonomi 
lokal berbasis potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan kepada 
UMKM dan koperasi, termasuk insentif peralihan ke sektor formal, pelatihan manaje-
men, dan akses pembiayaan, dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Keempat, evaluasi program pelindungan sosial. Komisi IX DPR RI dapat mendo-
rong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program pelindungan sosial yang telah 
berjalan. Penyesuaian program pelindungan sosial diperlukan agar lebih adaptif terha-
dap kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal. Program pelindungan sosial dapat 
diintegrasikan dengan bantuan tunai dan pangan dengan peningkatan kualitas layanan 
pendidikan dan kesehatan anak sehingga program pelindungan sosial dapat memberi-
kan dampak yang lebih luas. 

Kelima, pemberdayaan perempuan dan sinergi antarlembaga. DPR RI, baik Komi-
si VIII, Komisi IX, maupun Komisi X, dapat mendorong pemerintah untuk melakukan 
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sinergi lintas sektor dengan fokus pada pemberdayaan perempuan. Program-program 
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan perempuan secara aktif terbukti 
dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga miskin di daerah tertinggal. 

Secara empiris, ketimpangan pendidikan, tingginya proporsi pekerja informal 
miskin, dan rendahnya PDRB per kapita terbukti memperburuk kondisi kemiskinan. 
Sementara itu, peningkatan derajat kesehatan, pengurangan ketimpangan pendapat-
an, dan penurunan angka beban ketergantungan dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap penurunan kemiskinan. Melalui berbagai langkah strategis di atas, harapan-
nya masyarakat di daerah tertinggal memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil 
dan merata.
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